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Kewajiban nafkah pasca perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan
hukum terhadap mantan istri dan anak yang tetap memiliki hak-hak tertentu setelah
putusnya perkawinan. Hukum positif Indonesia telah mengatur kewajiban tersebut
melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang
Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh kebijakan Mahkamah Agung. Namun
demikian, meskipun berbagai pengaturan tersebut telah memberikan dasar normatif
bagi keberadaan hak dan kewajiban nafkah pasca perceraian, keterhubungan antara
pengakuan hak dengan mekanisme yang menjamin pelaksanaan, pengawasan,
penegakan, dan keberlanjutan pemenuhannya belum terbentuk secara utuh,
sehingga masih terdapat jarak antara pengakuan normatif atas hak dan realisasinya
setelah perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi hukum, sistematisasi hukum,
dan konstruksi hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai
grand theory, Teori Perlindungan Hukum sebagai middle theory, serta Teori Sistem
Hukum dan Teori Politik Hukum sebagai applied theory.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan kewajiban nafkah pasca
perceraian dalam hukum positif Indonesia telah memiliki landasan normatif yang
tersebar dalam (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: pasal 34 dan 41 huruf c; (2) Kompilasi
Hukum Islam: Pasal 77, 80, 105, 149, 156; (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26
Tentang Perlindungan Anak, dan secara fungsional saling berkaitan. Namun,
persoalan mendasarnya bukan terletak pada ketiadaan norma yang mengakui hak,
melainkan pada keterputusan sistemik antara pengakuan normatif atas hak
(normative recognition) dan jaminan realisasi hak (rights realization).
Keterputusan tersebut termanifestasi dalam fragmentasi fungsional pengaturan,
yaitu belum terhubungnya secara berkesinambungan fungsi penentuan kewajiban,
pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan hak. Kedua,
keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh: (1) belum terintegrasinya komponen
pengaturan pada aspek substansi hukum; (2) adanya keterputusan struktural
pascaputusan pada aspek struktur hukum, serta orientasi pengaturan yang masih
lebih kuat pada penyelesaian sengketa (dispute resolution oriented), dan; (3) belum
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sepenuhnya bertransformasi menuju perlindungan hak yang berkelanjutan (rights
protection oriented) pada aspek budaya hukum. Ketiga, formulasi ideal diarahkan
pada pembentukan keterhubungan sistemik antara penentuan kewajiban nafkah,
pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta evaluasi dan penyesuaian untuk
menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah. Formulasi tersebut menempatkan
perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan dan penetapan hak dalam
norma maupun putusan pengadilan, tetapi berlanjut hingga hak tersebut dapat
direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi utama
penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual pengaturan
kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai sistem perlindungan hak berkelanjutan
yang menghubungkan pengakuan normatif, realisasi hak, fragmentasi fungsional,
dan perlindungan pascaputusan.
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